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TENTANG.

TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR KETERANGAN BELAJAR IZIN PENGGUNAAN GELAR IZIN
PENGGUNAAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI
D LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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} | 'BUPATI KARANGANYAR,; |

1 a. bahwa délam rangka tertib administrasi dan terarahnya peningkatan

Ménimbang

Mengingat

kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan tugas pokok, fungsi,
formasi, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah
Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Karanganyar tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar,
Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah Dan Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Di Llngkungan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar . ~

b bahwa untuk maksud tersebut perlu dlatur dan d|tetapkan dengan
Peraturan Bupatl , :

.- Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah- daerah Kabupaten dalam Llngkungan Provinsi Jawa Tengah;

.- Undang- Undang ‘Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
‘Negara Republik -Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan.-
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); ’ ‘

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan .
Na5|onal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, -
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone5|a
Nomor 4389), :



 Menetapkan ~:

i
i
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. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia “Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik - Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah  diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 5

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
~antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republlk Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemenntah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasu Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

* Nomor ‘1‘94 Tambahan  Lembaran Negara  Republik - Indonesia
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
-Nomor 54; Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); ‘

. Peraturan Pemermtah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat ‘

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik . Indonesia

~ Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

’ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,

Tambahan 'Lembaran Negara Republik Indonesna Nomor 4193),

. Peraturan ,Pemerlntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang D|5|p||n Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran -Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74, . Tambahan Lembarank Negara Republik Indonesia
Nomor 5135), ~

. 10. Peraturan’ Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2009 tentang

-Pedoman Pembenan Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah,
- Dan Kenalkan Pangkat Reguler Ke Pembina Golongan Ruang IV/a ke
atas Bag| PNS Di ngkungan Provm5| Jawa Tengah. ’ : -
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, -
KETERANGAN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR, IZIN PENGGUNAAN -
IJAZAH 'DAN KENAIKAN PANGKAT ~PENYESUAIAN DIAZAH BAGI -
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

i .



BAB I
KEI'ENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratutan Bupati ini yang dimaksud déngan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. -

2. Kepala Da!erah adalah Bupati Karanganyar

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
4

. Badan Kepegawalan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
~ Badan Kepegawalan Daerah Kabupaten Karanganyar.

‘5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerlntah Kabupaten
Karanganyar ‘

6. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawa| Negeri Sipil yang
. bekerja pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

7. Pegawai Negeru Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
- Pokok-Pokok Kepegawalan yang bekerJa pada Pemerintah Kabupaten
Karanganyar. ;

8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan
kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

| 9. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh kepala Satuan Kerja
Perangkat | Daerah kepada PNS untuk memilih- dan mengikuti seleksi
pada suatu Iembaga pendidikan formal.

10. Tugas BeIaJar adalah tugas yang dlbenkan oleh PeJabat yang
berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti
pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan formal tertentu yang
mendapat . beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar atau
beasiswa dari instansi lain atau atas biaya sendiri yang proses
»perkullahannya dilakukan pada jam kerJa ,

11.1zin BeIaJar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang
~ kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga
pendidikan formal tertentu dengan biaya sendiri yang proses
perkuhahannya dilakukan di luar jam kerja. '

12. Keterangan BelaJar adalah Keterangan dari Bupat| atau Pejabat
Berwenang kepada CPNS, yang ketika diangkat sebagai CPNS sedang

mengikuti atau menjalani pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan

yang dlgunakan sebagal dasar pengangkatan CPNS.

13.1zin Penggunaan Gelar adalah Keterangan dari Bupat| atau PeJabat yang
benNenang kepada Pegawai yang telah memperoleh ijazah setelah
melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi untuk menggunakan gelar
termasuk sebutan profesi, dalam urusan kedinasan dan kepegawaian.
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; 14 Izin Penggunaan IJazah adalah Keterangan dar| Bupati atau Pejabat
‘yang berwenang kepada pegawai yang telah memperoleh ijazah setelah
melaksanakan pendidikan yang - lebih tinggi  untuk menggunakan
ijazahnya ¢ dalam urusan kedlnasan dan kepegawalan

~ 15.Beasiswa ‘adalah pembiayaan pendidikan formal secara penuh atau
sebaglan/cost sharing yang diberikan oleh suatu instansi baik swasta
maupun Pemenntah kepada PNS. ,

* 16.Ijazah adalah Surat Tanda Tamat BelaJar Tanda Lulus Diploma,

Sarjana, Maglster Doktor, yang disertai Akta dan/atau transkrip nilai |

yang dlkeliuarkan dengan sah oleh lembagal pendidikan formal tertentu.
"17.Layanan administrasi kepegawaian adalah Pelayanan yang diberikan

kepada pegawai karena adanya peningkatan pendidikan seperti Izin = .

-Belajar, Keterangan belajar, Izin Penggunaan gelar Izm Penggunaan
IJazah dan Kenalkan Pangkat Penyesua|an Ijazah. :

| BABII
~ MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2 t

~ Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur dan. memberikan
kepastian proses administrasi dalam pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar,
Keterangan Belajar, 1zin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah Dan
~ Kenaikan ‘Panjgkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Di Daaerah.

‘Pasal 3 -

e TUJuan dari Peraturan Bupatl ini adalah untuk menaptakan standansa5|

- kompetensi pegawai dan mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian -

o fyang terencana serta tertib admlnlstra5| di- Daerah.

i

~ BABIII v
TUGAS BELAJAR’
Pasal 4

(1) Tugas BeIaJar d|benkan kepada PNS ‘yang telah lulus selek5| beasiswa
pendidikan pada suatu lembaga pendldlkan formal tertentu yang
d|Iaksanakan pada jam ker]a : : »

(2) Blaya pend|d|kan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) bersumber dar| L
beasiswa secara keseluruhan atau sebagian, dari Pemerlntah swasta |
o atau lembaga tertentu dan biaya sendm '

4 Pasal 5

(1) Tugas BeIaJar sebagalmana d|maksud pada ayat (1) dlbenkan dengan o
’ persyaratan sebagai berikut : ‘

la. Pegawal yang telah memlllkl masa kerJa sekurang kurangnya i
2 (dua) tahun sebaga| PNS
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. Usra makslmum 25 tahun untuk Program Dlploma III dan Program ,
: Strata I, 37 Tahun untuk Program Strata II(SZ) 40 tahun Program '
~ Strata III(S3) atau setara; -

setiap. unsur penllalan pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun

 terakhir sekurang- kurangnya bernilai baik; ,
rtrdak sedang menjalani hukuman drsrphn tmgkat sedang atau berat;

mendapatkan rekomenda5| dan tidak menganggu tugas keseharlan
tidak sedang menjalani pemberhentrang sementara sebagai PNS

. Program Studi yang d|p|||h adalah Program Studi yang sesuai dengan

tugas ‘pokok dan fungsi- yang bersangkutan kompeten5| dan/atau

, Kebutuhan Daerah;

Belum melaksanakan proses belaJar, |

PNS tersebut tidak berhak untuk menuntut penyesualan |Jazah ke
dalam: pangkat, kecuali atas pertimbangan Kepala Daerah karena

~ d|butuhkan oleh Pemerlntah Daerah

(2) Selain persyaratan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), Tugas BeIaJar |
pada masmg masing jenjang pendldlkan dlpersyaratkan sebagai
berikut ' : t

.

Dlploma III (D III), Drploma IV (D IV), Strata 1 (S1) dan yang'

- sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda
Tk I (II/b) dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;

Strata!2 (S2) dan yang sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling -
rendah Penata Muda (I11/a) dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat
tersebut; :

Program Profesr, Spesralls (Sp), Strata 3 (S3), dan yang sederajat
Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan

_‘,telah 3 (tlga) tahun dalam pangkat tersebut.

- Pasal 6

(1) PNS- yang3 telah dmyatakan IUIUs séleksr sebagai penerima beasiswa

: pendldlkan terlebih- dahulu harus mengaJukan permohonan kepada'i :

 Bupati melalur Kepala SKPD.

(2) Kepala SKPD sebagaimana d|maksud pada ayat (1) mengusulkan PNS :

- yang bersangkutan kepada Bupati untuk mendapatkan Surat Tugas
- Belajar dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKD. -

(3) Permohonan sebagalmana drmaksud pada ayat (1) dilampiri:

d.

uraian: tugas dinas yang dilakukan sehari-hari d|tandatangan| oleh '
yang bersangkutan dan dlketahw oleh kepala SKPD;

“surat Rekomenda5| . L
"fotokopl ijazah  terakhir yang 4diakui ~dalam administrasi

kepegawaran yang dllegahsrr,

. fotokopl izin penggunaan gelar (bag| PNS yang gelar pendrd|kan
- terakhirnya diperoleh saat yang bersangkutan telah menJadr PNS)

yang drlegallsw
‘fotokopl Surat Keputusan (SK) Pangkat terakhlr yang dilegalisir;



' fotokopl Surat Keputusan (SK) Mutasi Kepegawalan yang dilegalisir
- (bagi PNS yang pmdah/muta5| dan Luar Daerah);

.r‘fotokopl Daftar Penilaian Pelaksanaan PekerJaan (DP3) 2 (dua) S
tahun, terakhlr yang dilegalisir; , '

surat keterangan dari lembaga pendldlkan yang menerangkan
bahwa yang bersangkutan - telah lulus uyan masuk dan belum
melaksanakan proses beIaJar :

Daftar Riwayat Hidup; ‘ :
surat pernyataan tidak pernah dljatuhl hukuman d|$|p||n bermateraly

‘sesuai ketentuan yang berlaku;

surat pernyataan tidak akan menuntut penyesualan ijazah ke dalam
pangkat, bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku = dan
ditandatangani  serta diketahui : 'oIeh" kepala SKPD yang
bersangkutan; | | S

surat keterangan sehat dari dokter pemermtah asll

. fotokopl jadwal Pembelajaran yang dllegal|5|r

(4) Surat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut d| atas
dltetapkan dengan Keputusan Bupati.

- BABIV
| IZINBELAIAR

Pasal 7

(1) Izin BelaJar dlberlkan kepada Pegawan yang akan menglkut| pendldlkank
formal pada suatu Iembaga pendidikan formal tertentu dengan blaya
; / pendldlkan bersumber sepenuhnya dari blaya sendiri.

/ (2) Izin Bela]ar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlberlkan dengan
’ persyaratan sebagai berikut :

d.

P R« W o

'PNS  sudah bekerja sekurang kurangnya 2 (dua) tahun se]ak

pegangkatannya sebagai PNS;

o setlap unsur penilaian pelaksanaan peker]aan dalam 2 (dua) tahunA B
' terakhlr sekurang- kurangnya bernilai baik; B

tidak sedang menJaIanl hukuman disiplin tmgkat sedang atau berat ¥
tldak sedang menjalani pemberhentlan sementara sebagal PNS;

, mendapatkan rekomendasi dan tldak menganggu tugas keseharlan ,

Progra;m‘Studl yang - dipilih adalah Program Studi yang sesuai

- dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan, kompetensi,

dan/atau Kebutuhan Daerah;
Belum melaksanakan proses beIaJar .

PNS tersebut tidak berhak untuk menuntut penyesualan ijazah ke
dalam! | pangkat, kecuali atas pertimbangan Kepala Daerah karena
dlbutuhkan oleh: Pemerlntah Daerah. ,

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Izin Bela]ar
pada masing-masing ]enJang pendidikan = dipersyaratkan sebagai
berikut : | ; e o
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-a. g',Trngkat SLTP dan yang sederaJat Pangkat/Golongan Ruang palmg
rendah Juru Muda (I/a) dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat
—tersebut i

~ b Tlngkat SLTA dan yang sederaJat Pangkat/GoIongan Ruang pallng;
rendah Juru Muda Tk I (I/b) dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat
tersebut;

c. Dlploma II (D II) dan yang sederaJat Pangkat/Golongan Ruang i
" paling rendah Juru Tk I (I/d) dan telah 1 (satu) tahun dalam
pangkat tersebut

d. Dlploma III (D III) dan yang sederaJat Pangkat/GoIongan Ruang -

paling rendah Juru TkI (I/d) dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat~ A

tersebut
d. Dlploma IV (D IV), Strata 1 (Sl) dan yang sedera]at «

Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk I (II/b) R |

dan teIah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;

€. T|ngkat Pascasarjana (S2), program Profe5|, Spe5|al|s I(Sp I) dan ;
yang ' sederajat, Pangkat/Golongan = Ruang paling rendah
 Penata Muda (III/a) dan telah . 2 (dua) tahun dalam pangkat
: tersebut :

- f. T|ngkat Doktor (S3) dan yang sederaJat spesralls II (Sp II),V

Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan
telah 3 (tlga) tahun dalam pangkat tersebut

b - (4) Pemberlan Izin Bela]ar untuk mengikuti pendldlkan ke JenJang strata 2

(S2) dan yang sederajat, serta strata (S3) dan yang sederajat harus
- melalui pertlmbangan BAPERJAKAT.

~ Pasal 8

~ (1) Izin belaja‘fr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan setara atau
setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Keputusan
Pengangkatan Sebagai PNSD atau Keputusan Kenalkan Pangkat Terahir -
“atau Izin Penggunaan Gelar.

(2) Program Studi atau Jurusan yang d|p|l|h harus linier dan menunJang =
tugas pokok dan fungsr atau merupakan kebutuhan Daerah. L

e (3) Perguruan Tinggi tempat belajar harus Perguruan Tinggi Negeri atau
Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi dan mempunyai izin :

penyelenggaraan dari Pejabat yang benNenang

) (4) PNS menga]ukan permohonan Izin Bela]ar kepada Bupatr meIaIUI Kepala : |
SKPD yang bersangkutan :

| (5) Kepala SKPD sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) mengusulkan PNS ’,

- yang bersangkutan Bupati untuk mendapatkan  Izin BelaJar dengan
~ tembusan dlsampalkan kepada kepala BKD. ' :

(6) Usulan sebagalmana dimaksud pada ‘ayat (5) dllampm persyaratanf h
' sebagarmana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (3)




Pasal 9

Selaln persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PNS yang
bersangkutan harus melampirkan juga :

a. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang bersangkutan yang
menyatakan bahwa pendidikan yang dipilih sesuai / menunjang Tugas
Pokok dan Fungsi PNS yang bersangkutan dan / atau merupakan
Kebutuhan Daerah;

b. Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi yang dlplllh yang menyatakan .
bahwa program pendidikan yang dipilih dilaksanakan di kampus dan
bukan merupakan kelas paralel atau pendidikan jarak jauh, kecuali
ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan;

c. Surat Keterangan bahwa lembaga pendidikan negeri atau swasta yang
dipilih merupakan lembaga pendidikan yang telah terakreditasi sesuai
ketentuan yang berlaku

BABV
KETERANGAN BELAJAR
Pasal 10

e (1)CPNSD ketlka diangkat sedang mengikuti pend|dlkan lebih tinggi dari
‘ pendldlkan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNSD wajib
memiliki Keterangan Belajar.

(2) Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
setingkat lebih tinggi dari pendldlkan yang tercantum dalam Keputusan
Pengangkatan .

(3) Keterangan Belajar ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang
berwenang. = '

(4) CPNSD yang tidak memiliki Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud
ayat (1) tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian. ‘

~ (5) Program Studi atau Jurusan yang ditempuh harus linier dan menunjang
tugas pokok dan fungsi atau merupakan kebutuhan Daerah, serta tidak
menggangu tugas keseharian. :

(6) Perguruan Tinggi tempat belajar harus Perguruan Tinggi Negerl atau
Perguruan;Tinggi Swasta yang telah terakreditasi dan/atau mempunyai
izin penyelenggaraan dari Pejabat yang berwenang.

(7) CPNSD mengaJukan permohonan Keterangan Belajar kepada Bupat|
melalui kepala SKPD yang bersangkutan.

- (8) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengusulkan CPNSD
yang bersangkutan kepada Bupati untuk mendapatkan Keterangan
Belajar dengan tembusan disampaikan kepada kepala BKD.

(9) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dllampm persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), kecuali huruf h diganti
dengan Surat Keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan
bahwa status CPNSD masih menjadi Siswa atau Mahasiswa.

(10)CPNSD yang memiliki Keterangan Belajar 1 (satu ) tahun terhitung dari
TMT Pengangkatan sebagai CPNSD harus menyelesaikan studi, apabila
melebihi jangka waktu tersebut Keterangan Belajar yang dimiliki
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, CPNSD yang
bersangkutan | harus melampirkan juga :

a. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang bersangkutan yang

menyatakan bahwa pendidikan yang sedang ditempuh sesuai /

menunjang Tugas Pokok dan Fungsi CPNSD yang bersangkutan dan /
- atau merupakan kebutuhan Daerah;

b. Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa
program pendidikan yang ditempuh bukan merupakan kelas paralel atau
pendidikan jarak jauh, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan
Perundang- undangan.

C. Surat Keterangan bahwa lembaga pendidikan negerl atau swasta
merupakan lembaga pendidikan yang telah terakreditasi sesuai
ketentuan yang berlaku dan mempunyai izin penyelenggaraan.

i
i

- BAB VI -
IZIN PENGGUNAAN GELAR DAN PENGGUNAAN IDAZAH
Bagian Kesatu
Izin Penggunaan Gelar

Pasal 12

(1) Pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan serta memperoleh ijazah
dapat diberikan Izin Penggunaan Gelar termasuk Sebutan Profesi dari
Bupati atau Pejabat yang berwenang.

(2) Pegawai yang tidak memiliki Izin Penggunaan Gelar termasuk Sebutan
Profesi sebagalmana dimaksud ayat (1) tidak dapat menggunakan gelar
dan sebutan profesi dalam urusan kepegawaian dan kedinasan serta
tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian.

(3)1zin Penggunaan Gelar termasuk Sebutan Profesi sebagaimana dimaksud
ayat (1) diberikan dengan ketentuan :

~a. telah 5dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari Iembaga
pendldlkan yang dnkutlnya dan

b. mem|l|k| Surat Tugas Belajar, 1zin Belajar atau Keterangan Belajar.

(4) Izin Penggunaan Gelar diperuntukkan kepada Pegawai yang
menyelesaikan pendidikan D II atau yang sederajat, D III atau yang
sederajat, D IV/S1 atau yang sedera]at S2 atau yang sederajat dan S3
.atau yang sederaJat

Pasal 13
| (1) Permohonén Izin Penggunaan Gelar diajukan oleh Pegawai kepada
Bupati melalw Kepala SKPD.

(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan PNS
yang bersangkutan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Izin
Penggunaan gelar dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKD.



o
o
;l

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melamplrkan ‘
a. foto kop| Ijazah yang telah dllegallsw oleh Pejabat yang berwenang;

b. foto kop| transkrip n|Ia| akademlk yang telah dllegah5|r oleh Pejabat
yang berwenang, . '

c. foto Kop| Surat Tugas BelaJar Surat Izin Belajar atau Keterangan |
belajar yang dilegalisir oleh Kepala SKPD;

~ d. foto Kopl SK Kenaikan Pangkat Terakh|r atau Pengangkatan sebagai
- PNSD. S ,

’g o  Bagian Kedua
t .~ Izin Penggunaan Ijazah
Pasal 14

(1) Pegawai yéng telah menyelesaikan pendidikan serta memperoleh ijazah
dapat diberikan Izm Penggunaan IJazah dari Bupati atau PeJabat yang
benNenang _

" (2) Pegawai  yang tldak memnhkn Izin Penggunaan IJazah termasuk
sebagalmana dimaksud ayat (1) tidak dapat menggunakan ijazahnya
dalam urusan kepegawaian dan kedinasan serta tidak mendapat layanan
adm|n|stra5| kepegawaian.

(3)Izin Penggunaan Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1) dlber|kan ;
dengan ketentuan : , ;

a. telah dlnyatakan Iulus -dan memperoleh ijazah dari Iembaga'
pendidikan yang diikutinya; dan :

b. memilik:i Izin Belajar atau Ketérangan Belajar.

(4)1zin Pengjgunaan Ijazah - diperuntukkan | kepada pegawai vyang
menyelesalkan pendidikan SLTP atau yang sederaJat SLTA/D1 atauyang
} sederajat I :

Pasal 15

L (1) Permohonan Izin Penggunaan IJazah dlaJukan oleh Pegawa| kepada N |

Bupati melalux Kepala SKPD;

(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan PNS
yang bersangkutan kepada Bupati untuk mendapatkan Izin Penggunaan
- Tjazah dengan tembusan dlsampalkan kepada Kepala BKD; ~

(3 Permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) melamplrkan
a. foto kopl I]azah yang telah d|legaI|5|r oIeh pejabat yang berwenang,

b. foto k0p| transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang,

- ¢. foto Kop| Surat Izin BeIaJar atau Keterangan belajar yang dllegallsw‘
oleh Kepala SKPD;

-d. foto Kopu SK Kenaikan Pangkat Terakh|r atau Pengangkatan sebaga|
~ PNSD. ,




. BAB VII
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal~16 ‘, .

, (1) PNS yang telah menyelesalkan pendldlkan formal pada suatu Iembaga

pendldlkan formal dapat diberikan kenalkan pangkat penyesualan
- fjazah; |

(2) Kenaikan Pangkat Penyesualan Ijazah diberikan sesuai dengan formasf :
yang d|tetapkan oleh Bupati. . y

(3) Kenaikan Pangkat Penyesuaian IJazah dlberlkan setelah Pegawal lulus -
ujian kenalkan pangkat penyesuaian Uazah ~

Pa‘sal /1'7 ;

 (1) Ketentuan kenalkan pangkat penyesualan |Jazah bagl PNS yang :
memperoleh :

a. ’Surat Tanda Tamat BelaJar/IJazah Sekolah LanJutan “Tingkat

' Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda

ngkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikan pangkatnya
men]ad| Jury, golongan ruang I/c;

b. Surat Tanda Tamat BelaJat/IJazah Sekolah LanJutan Tingkat Atas,
Diploma I atau yang setingkat dan paling rendah berpangkat Juru
golongan ruang I/c dan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam
pangkat tersebut, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur
‘Muda golongan ruang II/a ‘ , ;

C. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendldlkan Luar
' Blasa atau -Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda

golongan ruang II/a, dapat dinaikan pangkatnya menJad| Pengatur
Muda, Tlngkat I golongan ruang I1/b; ' , :

d. I]azah Sarjana Muda, Ijazah Akadem| dan I]azah Duploma III dan

EE pallng rendah masih berpangkat Pengatur Muda Tk I golongan
ruang 1I/b, dapat dinaikan pangkatnya men]adl Pengatur golongan
ruang Il/c;

e. IJazah Sarjana (S1) atau IJazah Diploma 1V dan ma5|h berpangkat
Pengatur Tingkat I golongan- ruang II/d ke bawah dan paling
rendah  berpangkat Pengatur golongan ruang II/c dan
: sekurang kurangnya 2 (dua ) tahun dalam pangkat tersebut, dapat

o dlnalkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang 111/a;

f. ,I]azah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, I]azah' :
 Strata (S2) atau Ijazah Spesialis I dan masih berpangkat Penata
'Muda’ golongan ruang IIl/a dan sekurang-kurangnya 2 (dua )

tahun dalam pangkat tersebut, dapat dinaikan pangkatnya menJadnr =

Penata Muda Tingkat I golongan ruang I11/b;
g. I]azah Strata 3 (S3) atau IJazah Spe5|al|s II dan masih berpangkat_

Penata - Muda - Tingkat ‘golongan - ruang III/b dan -

sekurang kurangnya 2 (dua ) tahun dalam pangkat tersebut dapat
dinaikan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang IIl/c.



(2) Kenalkan Pangkat Penyesua|an IJazah sebagalmana dlmaksud pada ayatx | ;' "
(1), dapat diberikan dengan ketentuan : S Sl

a. memenuh| jabatan/diberi - tugas : ~yang memerlukan,
» pengetahuan/keahllan yang : sesual dengan IJazah yang diperoleh;

'b. setiap, unsur penilaian presta5| kerja sekurang kurangnya bernllal i

- baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

C. 'memenuhl jumlah angka kredit yang dltentukan bagl yang '
rmendudukl jabatan fungsional tertentu; ;

. memiliki surat Tugas BeIaJar atau Izin BeIaJar atau Keterangan‘
Bela]ar , o S

e. memlhkl Izm Penggunaan Gelar atau Izin Penggunaan I]azah
lulus UJlan Kenaikan Pangkat Penyesualan Tjazah; dan

g. forma5| pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerJa tersed|a
- untuk kenalkan pangkat tersebut. :

E 3) Persyaratan kenaikan Pangkat penyesualan ljaZah ’sebagaimana
’, L ' dlmaksud pada ayat(l) dllampm dengan ' O

a.A foto kop| |Jazah/tanda lulus yang d|legal|51r
foto kop| transkrip nilai yang dllegallsw |
foto kop| SK Pangkat terakhir; - '

.*,foto kop| DP3 2 (dua) tahun terakhlr

. Daftar Riwayat Hidup; '

foto kop| Surat Tugas BeIaJar atau Izin BeIaJar atau Keterangan
, Bela]ar yang dllegallsw Kepala SKPD;

oo 0o

g. foto kop| Surat Izin Penggunaan Gelar atau Surat Izin Penggunaan
Tjazah: yang dllegaI|5|r Kepala SKPD dan _ .

h. Surat Keterangan Uraian tugas ,

(4) Ketentuan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesualan IJazah dan
O S S Kenaikan Pangkat Penyesualan [jazah berdasarkan pada Peraturan
Q SR SR Perundang undangan : e

-BAB VIII
KEWENANGAN PENANDATANGANAN

x
A

oo
PR
{

‘Pasal 18

- (1) Surat Tugas BelaJar, Izm BeIaJar Keterangan BeIaJar, Penggunaan Gelar ,
Penggunaan Tjazah diberikan dan ditandatangani oleh Bupatn

- (2) Bupati dapat mendelegasukan penandatanganan Surat sebagalmana‘ |
dlmaksud pada ayat (1) kepada:

Sekretans Daerah untuk jenjang pend|d|kan D IV dan S1 dan yang’f
B sedera]at DIII dan yang sederaJat serta DII dan yang sederajat;

b Kepala BKD untuk jenjang pendldlkan SLTA dan DI, dan yang
‘ sederaJat serta SLTP dan yang sederaJat : :



BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 19 | L

(1) Setlap Pegawal yang tidak mem|l|k| Surat Tugas BeIaJar atau Izin BeIaJar, '
. atau Keterangan Belajar dilarang untuk mengikuti pendidikan formal
pada suatu lembaga pendidikan tertentu. ,

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dikenakan sank5| sesuai dengan |
ketentuan: yang diatur dalam Disiplin PNS " dan hasil pendidikan
dlmaksud dlabalkan dalam urusan kedinasan dan kepegawalan

- (3) Pelanggaran sebagalmana dimaksud pada ayat (2) berakibat Pegawalv
yang bersangkutan tldak mendapat Iayanan admmnstrasu kepegawalan

 maex LT
| KETENTUAN PERALIHAN

‘ o Pasal20"

 (1) Pegawa| yang memperoleh Surat Tugas BeIaJar Izi}n‘ Belajar,.'
Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah
sebelum dltetapkannya Peraturan Bupat| ini dlnyatakan sah dan tetap
benaku :

(2) Pegawal yang sedang menglkutl pendldlkan dan belum memperoleh Izin
Belajar pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat diberikan
~izin belajar sepanjang pendidikan yang dltempuh linier atau sesuai
- bidang tugas yang bersangkutan ‘ :

- (3) Ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), hanya berlaku bagi
) Pegawai yang mengikuti pendidikan pada lembaga yang mempunyai izin
penyelenggaraan dan terakreditasi.- , '

(4) Ketentuan: sebagalmana dimaksud pada ayat (2), berlaku dalam waktu 6
(enam). bulan dan semua permohonan dikirimkan paling Iambat 2 (dua) ,
bulan setelah dztetapkannya Peraturan Bupatl ini.

e BABXI
KEI'ENTUAN PENUTUP

S 'Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupat| ini mulal berlaku, Surat Edaran Sekretaris -

- Daerah  Nomor 800/3112.29 Tanggal 28 Mei Tahun 2009 Perihal Surat:

‘Edaran PetunJuk Teknis Izin Belajar dan Izin. Penggunaan Gelar beserta

seluruh Peraturan atau Juknis lain yang berkaltan dengan haI ini, dlcabut

' 'dan d|nyatakan tldak berlaku i

‘; E
{
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. Pasal 22

~”Peratu:ran Bupiati ini mulai berlaku p‘ada tanggal diundangkah. o

- Agar ’setiap_é orang mengetahuinya, ~memerintahkan pengundangan
. Peraturan- Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
~ Kabupaten Karanganyar. o . S , '

Ditetapkan di Karanganyar e
Pada tanggal 2011

* BUPATI KARANGANYAR,

I

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar -
~ Pada tanggal 2011

Drs. KASTON®, DS, MM,
Pembina Utama Madya 3
- NIP.19540809 197903 1 003 |

~ BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYARTAHUN 2011 NOMOR




